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DAFTAR PERTANYAAN

Judul : PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS DAN PELAYANAN PUBLIK

BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGGUNAKAN

TRANSPORTASI UMUM

Narasumber : Kepala Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLU

UPTD) Trans Semarang

UMUM

No Pertanyaan

1. Apa peran BLU UPTD Trans Semarang dalam kegiatan operasional BRT Trans

Semarang (sebagai regulator/operator/penanggung jawab)?

2. Apakah warga dengan kebutuhan khusus (disabilitas) sudah banyak menggunakan

moda transportasi Trans Semarang?

3. Pernahkah bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal (penyandang

disabilitas/LSM) dalam mengevaluasi pelaksanaan layanan terhadap penyandang

disabilitas?

4. Kritik/Saran apa saja yang pernah diterima dalam pelaksanaan layanan terutama bagi

penyandang disabilitas?

DASAR HUKUM

No Pertanyaan

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan
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publik bagi penumpang penyandang disabilitas dalam menggunakan BRT Trans

Semarang?

2. Bagaimana standar pelayanan minimum dalam hal pemenuhan hak aksesibilitas dan

pelayanan publik bagi penumpang penyandang disabilitas dalam menggunakan BRT

Trans Semarang?

PELAKSANAAN

No Pertanyaan

1. Sarana

Apakah armada yang ada telah ramah untuk penyandang disabilitas?

Fasilitas apa saja yang disediakan di dalam armada bagi penumpang penyandang

disabilitas?

Apa kendala yang dialami dalam hal penyediaan sarana bagi penumpang dengan

disabilitas? Apa solusi yang diberikan?

2. Prasarana

Apakah halte/perhentian yang ada telah ramah untuk penyandang disabilitas?

Fasilitas apa saja yang disediakan di dalam halte bagi penyandang disabilitas?

Dari hasil observasi, terdapat bus yang tinggi lantai bus dan halte tidak sama atau

jarak antara lantai bus dan halte yang terlalu jauh, apa penyebabnya?

Dari hasil observasi, ramp di setiap halte memiliki kemiringan dan lebar yang

berbeda-beda, berapa batas kemiringan dan lebar ramp dalam standar teknis?

Apa kendala yang dihadapi dalam penyediaan prasarana bagi penumpang dengan

disabilitas? Apa solusi yang diberikan?
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3. Informasi (Berdasarkan Standar Pelayanan Minimum Trans Semarang)

Informasi tentang perjalanan disampaikan dalam bentuk apa saja? Audio, visual, atau

keduanya?

Bagaimana pelaksanaan penyampaian informasi melalui PITS? Tersedia di halte

mana saja?

Bagaimana cara penyampaian informasi di halte atau bus stop yang tidak terdapat

monitor atau sistem PITS?

Apa kendala yang dihadapi dalam pemberian informasi bagi penumpang dengan

disabilitas? Apa solusi yang diberikan?

4. Tarif Khusus

Bagaimana pelaksanaan dari kartu khusus disabilitas? (Jumlah penerima kartu,

tujuan program, manfaat kartu)

Bagaimana ketentuan dalam pemberian tarif khusus bagi penumpang dengan

disabilitas?

Apa kendala yang dihadapi dalam pemberian tarif khusus bagi penumpang dengan

disabilitas? Apa solusi yang diberikan?

5. Pelayanan Khusus

Apakah terdapat panduan pelayanan publik yang menjadi standar dalam melayani

penumpang dengan disabilitas? Jika ada, apa standar pelayanan petugas dalam

melayani penumpang dengan disabilitas?

Apakah terdapat pendampingan atau penerjemahan bagi penumpang dengan

disabilitas yang membutuhkan bantuan?

Apa saja fasilitas yang disediakan dalam melakukan pelayanan bagi penumpang
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dengan disabilitas?

Apakah seluruh pelayanan dan fasilitas khusus yang diberikan kepada penumpang

disabilitas dikenakan biaya tambahan?

Apakah terdapat ruang informasi yang disediakan bagi penumpang disabilitas yang

membutuhkan bantuan?

Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan bagi petugas untuk melayani

penumpang dengan disabilitas?

Apa kendala yang dihadapi dalam pemberian layanan khusus bagi penumpang

dengan disabilitas? Apa solusi yang diberikan?

KENDALA DAN SOLUSI

No. Pertanyaan

1. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas

dan pelayanan publik bagi penumpang penyandang disabilitas dalam menggunakan

BRT Trans Semarang?

2. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas

dan pelayanan publik bagi penumpang penyandang disabilitas dalam menggunakan

BRT Trans Semarang?
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DAFTAR DATA YANG DIMOHONKAN

1. Kartu khusus disabilitas (Tujuan, manfaat pemilik kartu, jumlah penerima

kartu, cara penggunaan)

2. Daftar pelatihan yang telah diberikan kepada petugas berkaitan pelayanan

bagi penyandang disabilitas

3. Daftar armada yang memiliki fasilitas/desain khusus bagi penyandang

disabilitas

4. Standar teknis berkaitan kemiringan lantai (ramp) dan tekstur khusus

(guiding block)

5. Jumlah pengguna Trans Semarang yang merupakan penyandang disabilitas
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